BAB II

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Pengertian Perusahaan

Perusahaan berasal dari kata ‘usaha’ yang berarti tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai sesuatu. Menurut rumusan-rumusan penting dari UU No. 3/1982, usaha ialah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun yang dilakukan dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan (orang pribadi) atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan/atau yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba. 

Menurut Drs. Lincolin Arsyad ,M.Sc, Perusahaan adalah organisasi yang berorientasikan pada laba (profit oriented) yang membeli input dan jasa-jasa input serta menjual barang-barang dan jasa. 

2.2  Bentuk Pemilikan Perusahaan di Indonesia

Bentuk usaha atau bentuk pemilikan bisnis ada yang berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum. Yang dimaksud dengan badan hukum yaitu badan usaha yang memiliki kekayaan sendiri, terpisah dari harta kekayaan pendirinya atau para pengurusnya. Para anggota tidak bertanggung jawab dengan harta kekayaannya di luar yang tersebut dalam saham yang dimiliknya.

Perusahaan bermacam-macam, tergantung dari jenis badan usahanya. Badan usaha adalah badan hukum yang bertujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari usahanya (profit motive). Badan usaha dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu antara lain sebagai berikut :

2.2.1 Firma atau Vennotschap Onder Firma (VOF)

Sesuai namanya firma merupakan badan usaha yang “melakukan” perusahaan dengan “satu nama” namun pemiliknya terdiri dari beberapa orang yang telah menyepakati nama yang telah mereka pilih. Firma artinya nama bersama, misalnya dipakai nama salah seorang anggota, atau singkatan dari nama bersama. Maka, unsur-unsur firma meliputi :

· Adanya Manutschap (kerja sama orang-orang yang memasukkan modal)

· Menjalankan perusahaan

· Mempunyai nama bersama (C.V. Langsung, C.V. Damai, C.V. Laris, dll).

Didalam kitab Undang-undang Perdata, Firma didefinisikan sebagai usaha untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan tujuan untuk membagi-bagi hasil yang didapatkan dari persekutuan itu. Kepemimpinan firma dilaksanakan oleh para pemilik dan mereka bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta bendanya terhadap hutang-hutang perusahaan.

Permodalan berasal dari pemilik dengan suatu jumlah yang diatur bersama dan kemungkinan ada yang hanya memasukkan keahlian kedalam firma. Dalam persekutuan terdapat dua orang atau lebih orang bekerja sama dibawah satu nama untuk menjalankan perusahaan. Hal-hal yang relevan patut diketahui mengenai firma adalah sebagai berikut :

a. Pertanggung jawaban para pesero dalam Firma.

Para pesero mengemban tanggung jawab renteng dan penuh. Renteng artinya setiap tindakan yang dilakukan oleh salah satu atau seorang pesero melibatkan semua pesero, turut bertanggung jawab dan penuh yang berarti tiap pesero bertanggung jawab tidak sekedar uang atau saham yang disetor, melainkan harta pribadi yang dimilikinya. Oleh karena itu, firma biasanya beranggotakan lingkungan keluarga, famili, dan teman-teman terpercaya. Firma harus didirikan dihadapan notaris sebagai syarat keabsahan.

b. Berakhirnya sebuah Firma.

Firma berakhir karena dibubarkan oleh pesero (likuidasi) dan atau karena dinyatakan pailit oleh pengadilan.

2.2.2 Perseroan Komanditer atau Commanditaire Vennotschaf (CV)

Persekutuan komanditer adalah bentuk persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau lebih sekutu pengurus yang bertanggung jawab penuh, dengan seseorang atau lebih sekutu yang merupakan pemberi modal dan bertanggung jawab terbatas sebesar modal penyertaannya. CV hampir sama dengan Firma. Letak bedanya adalah bahwa dalam CV ada pesero aktif, yang bertanggung jawab renteng dan penuh. Ada pula pesero tidak aktif atau sleeping partner. Berarti ada CV murni yang para peseronya aktif, dan ada CV campuran dimana modalnya dimiliki dari kesatuan antara pesero aktif dan pesero non aktif. 

Bentuk usaha ini mempunyai 2 jenis anggota, yaitu :

1. Anggota pengurus, yang bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta bendanya.

2. Anggota komanditer, yang bertanggung jawab terbatas sebesar modal yang disetornya.

Peserta komanditer tidak boleh menjalankan pekerjaan kepengurusan. Jika dia turut dalam kepengurusan, maka dia akan bertanggung jawab dengan seluruh hartanya. Pendirian sebuah CV tidak dituntut untuk dilakukan dihadapan notaris.

2.2.3 Perseroan Terbatas (PT)

Sebuah PT didirikan dengan akte notaris. Akte harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman, kemudian didaftarkan pada pengadilan Negeri dan diumumkan dalam berita Negara. Permodalan PT terdiri dari saham-saham. Para pemegang saham ini adalah pemilik PT, dan pemegang kekuasan tertinggi ada pada rapat umum pemegang saham (RUPS).

Untuk mengatur perusahaan yang berbentuk PT agar sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini, telah dikeluarkan Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang PERSEROAN TERBATAS.

Sebagai pertimbangan dikeluarkannya Undang-undang PT yang baru ini ialah bahwa peraturan tentang PT sebagaimana diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Dagang tahun 1874, tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional. Pembaharuan pengaturan tentang PT ini merupakan pengejawantahan asas kekeluargaan menurut dasar demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal-pasal yang penting kita ketahui diantaranya seperti dikemukakan dibawah ini. Apabila ingin mengetahui lebih dalam, maka harus dibaca dan dipelajari secara keseluruhan UU No. 1/1995  tentang Perseroan Terbatas yang ditetapkan tanggal 7 maret 1995 (LN No. 13 Tahun 1995), yaitu :

2.2.3.1 Pengertian-pengertian Dasar Mengenai Perseroan Terbatas (PT)

1. Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam  undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

2. Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris.

3. RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. 

4. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

5. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum, dan memberikan nasehat kepada Direksi.

6. Perseroan Terbuka (Tbk) adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal. Perseorangan dikatakan sebagai Perseroan Terbuka (Tbk) apabila orang mengenalnya sebagai perseroan yang “go public”.

2.2.3.2  Pendirian Sebuah Perseroan Terbatas

1. Pendiri

a. Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akte notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang dimaksud “orang” adalah orang peseorangan atau badan hukum. Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian, dan karena itu mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham.

b. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.

2. Pemegang Saham

a. Dalam hal setelah perseroan disahkan pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang, maka dalam waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.  

b. Dalam hal setelah lampau jangka waktu, pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut. 

c. Ketentuan 2 orang atau lebih ini tidak berlaku bagi perseroan BUMN. Hal tersebut dikarenakan status dan karakteristiknya yang khusus, maka persyaratan jumlah pendiri BUMN diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

d. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akte Pendirian disahkan oleh Menteri.

e. Dalam pembuatan Akte Pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa (pasal7).

2.2.3.3 Modal Perseroan

Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Saham sebagaimana dimaksud diatas dapat dikeluarkan atas nama dan atau atas tunjuk. Saham atas nama adalah saham yang mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya. Saham atas tunjuk adalah saham yang tidak mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya (pasal 24).

Besarnya modal dasar PT sebagai berikut :

1. Modal dasar perseroan paling sedikit sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

2. Undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang mengatur bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal dasar perseroan yang berbeda dari ketentuan.

Perubahan besarnya modal dasar dan penentuan besarnya modal dasar Perseroan Terbuka beserta perubahannya, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan dalam ayat ini diperlukan untuk mengantisipasi perubahan keadaan perekonomian (pasal 25).

Minimal modal dasar yang ditempatkan dalam PT adalah sebagai berikut :

1. Pada saat pendirian perseroan, paling sedikit 25% dari modal dasar.

2. Setiap penempatan modal harus telah disetor paling sedikit 50% dari nominal setiap saham yang dikeluarkan. 

Cara penambahan modal perseroan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Yang dimaksud dengan “Modal Perseroan” adalah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

2. RUPS dapat menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud diatas kepada Komisaris untuk waktu paling lama 5 tahun.

2.2.3.4 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RPUS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar. RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan atau Komisaris (Pasal 63). 

RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku, sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan (Pasal 65).

Penyelenggaraan RUPS :

1. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.

2. Penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan atas permintaan 1 pemegang saham atau lebih yang sama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan.

Pada dasarnya semua keputusan RUPS harus dicapai melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila setelah diusahakan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, keputusan RUPS dapat diambil melalui pemungutan suara dengan suara terbanyak. Suara terbanyak ditentukan atas suara terbanyak mutlak dan suara terbanyak khusus. Suara terbanyak mutlak adalah suara terbanyak yang lebih dari ½ dari seluruh jumlah suara dalam pemungutan suara tersebut. Sedangkan suara terbanyak khusus adalah suara terbanyak yang ditentukan secara pasti jumlahnya seperti 2/3, ¾, 3/5, dan sebagainya.

2.2.3.5 Kepengurusan Perseroan

1. Direksi

Kepengurusan Perseroan dilakukan oleh Direksi. Tugas Direksi adalah mengurus perseroan yang meliputi pengurusan sehari-hari. Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 orang anggota Direksi.

Yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Anggota Direksi diangkat melalui RUPS. Peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS. 

Kewajiban anggota Direksi :

1. Membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi; dan Daftar Pemegang Saham dibuat sesuai dengan ketentuan.

2. Menyelenggarakan pembukuan perseroan.

Anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.  

2. Komisaris.

Perseroan memiliki komisaris yang wewenang dan kewajibannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Kata “Komisaris” mengandung pengertian sebagai “organ”, komisaris lazim juga disebut “Dewan Komisaris” sedangkan sebagai “orang perseorangan” disebut “anggota komisaris”. Sebagai “organ”, komisaris termasuk juga badan-badan lain yang menjalankan tugas pengawasan khusus dibidang tertentu.  

Apabila pemilik perusahaan perseorangan seperti toko, percetakan, dan sebagainya ingin mendapat tambahan modal berupa pinjaman dari bank, maka diperlukan surat untuk melengkapi permohonan pinjaman seperti sertifikat tanah, Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMBA), SIUP = Surat Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Perdagangan Propinsi, TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten/ Kotamadya setempat. 

Dari berbagai macam bentuk dari Badan Usaha diatas, pembahasan mengenai  Perusahaan kali ini, akan dibatasi hanya kepada masalah Perusahaan Perseroan Terbatas (PT). hal ini dikarenakan saat sekarang ini banyak sekali bentuk dari PT yang mulai marak berdiri.

a. Pembatasan Perseroan Terbatas (PT)

Seperti yang telah dijelaskan pada butir (2.2.3) diatas mengenai Perseroan Terbatas (PT), maka kita mengetahui bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan usaha dagang modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Adapun beberapa contoh bentuk dari Perusahaan Perseroan Terbatas seperti  Perusahaan Percetakan, Perusahaan Pertambangan, Perusahaan Pengolahan, Perusahaan Penerbitan, dll. Banyak lagi perusahaan Peseroan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Untuk lebih mengetahui tentang perusahaan penerbitan, akan dibahas seperti dibawah ini. Selama kerja praktek di perusahaan,  penulis dibimbing oleh salah satu karyawan dari perusahaan yang bertugas memberikan arahan dan mengoreksi kerjaan yang diberikan kepada penulis, jabatan pembimbing dari perusahaan adalah sebagai kepala bagian tim ilustrasi pada PT Megindo Tunggal Sejahtera.

b.  Penerbitan

Penerbitan berasal dari kata ‘Penerbit’. Menurut Penerbit ANDI, Penerbit adalah suatu badan usaha yang bercita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk tujuan tersebut penerbit mengusahakan, menyediakan, dan menyebarluaskan bagi khalayak umum, pengetahuan dan pengalaman hasil karya ilmiah para Penulis dalam bentuk sajian yang terpadu, rapi, indah, dan komunikatif, baik isi maupun kemasan fisik, melalui tata cara yang sesuai, dan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan oleh kegiatannya.

Dari pengertian penerbit diatas dapat dikatakan secara singkat bahwa penerbit adalah suatu badan usaha yang mengusahakan, menyediakan, dan menyebarluaskan segala bentuk media yang berisi pengetahuan, informasi, serta hiburan kepada khalayak umum. Suatu badan usaha memerlukan tempat untuk melakukan usaha. Tempat untuk melakukan usaha penerbit disebut dengan Penerbitan. Sehingga dapat diartikan Penerbitan adalah tempat penerbit untuk mengusahakan, menyediakan, dan menyebarluaskan media yang berisi pengetahuan, informasi, serta hiburan kepada khalayak umum. Di Indonesia sudah banyak Penerbitan, seperti penerbitan buku, surat kabar, tabloid,  majalah, dan sebagainya. 
2.3 Media Massa
Media massa adalah suatu istilah yang mulai dipergunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media.

Jenis media yang secara tradisional termasuk di dalam media massa adalah surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Seiring dengan perkembangan teknologi dan sosial budaya, telah berkembang media-media lain yang kemudian dikelompokkan ke dalam media massa seperti internet dan tabloid.

2.4 Majalah

Pada masa sekarang ini majalah merupakan salah satu media yang memberikan peran yang penting, diantaranya sebagai media informasi yang berisi informasi tentang berita terkini mengenai berbagai hal aktual yang terjadi. Majalah diterbitkan secara periodik (bukan harian dan bukan pula mingguan), yang tujuannya adalah sebagai hiburan maupun hobby. Selain hiburan dan informasi, majalah banyak dimuat iklan-iklan komersil dengan target sasaran yang berbeda menurut fungsi dan isi majalah yang sesuai dengan pembaca.
2.4.1 Definisi Majalah

Majalah adalah penerbitan berkala yang isinya meliputi berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca, artikel, sastra, dan sebagainya. Menurut penghususan isinya, majalah dapat dibedakan atas majalah berita, majalah wanita, majalah olah raga, majalah ilmu pengetahuan, dll. (Yudianto,1997:332).

Kemudian istilah itu digunakan untuk menyebutkan segala jenis penerbitan berkala yang lebih luas, isinya meliputi segala bentuk karya sastra, liputan jurnalistik, pandangan tentang berbagai topik aktual dengan penataan artistik yang indah sehingga patut dan/atau layak diketahui pembaca. Menurut kala penerbitannya, majalah dapat dibedakan atas majalah mingguan, bulanan, tengah-bulanan, dll. Menurut penghususan isinya, majalah dibedakan menjadi majalah berita, majalah wanita, majalah remaja, majalah olahraga, dll.

Berbeda dengan surat kabar yang sifatnya lebih untuk masyarakat umum, majalah lebih menspesialisasikan produknya untuk menjangkau pembaca tertentu. Setiap majalah umumnya memiliki pembaca jauh lebih sedikit daripada pembaca surat kabar, namun memiliki pasar yang lebih mengelompok. Usia juga jauh lebih panjang dari usia surat kabar. Majalah memiliki kedalaman isi yang jauh berbeda dengan surat kabar yang hanya menyajikan berita. Disamping itu, majalah menemani pembaca dengan menyajikan cerita atas berbagai kejadian dengan tekanan pada unsur menghibur atau mendidik. 

Minat untuk membuat majalah dikalangan investor juga cukup tinggi. Beberapa grup penerbitan besar terus melakukan diversifikasi dengan mengeluarkan sejumlah majalah baru. Dan beberapa investor dibidang lainpun tidak mau tinggal diam. Mereka mencoba memasuki bidang baru ini untuk menyaingi produk yang sudah lebih dahulu ada di pasaran.

Kebanyakan majalah yang ada memang diterbitkan untuk menghibur kaum wanita (remaja maupun dewasa). Salah satu sebabnya adalah karena majalah adalah media yang cukup tepat untuk mempromosikan produk-produk tertentu. Umumnya majalah yang ada diterbitkan oleh penerbit-penerbit dari ibu kota. Sedikit sekali, kalau tidak dapat dikatakan hampir tidak ada majalah dari daerah yang bertujuan untuk menjaring pengiklan lokal.

2.4.2 Struktur Majalah 

Jenis-jenis majalah dapat dibedakan atas dasar frekuensi penerbitan dan khalayak pembacanya.
a. Frekuensi penerbitan
Majalah di Indonesia umumnya terbit mingguan. Tetapi disamping mingguan ada pula majalah yang terbit bulanan, dua kali sebulan, tiga kali sebulan, dan bahkan ada yang terbit triwulan.

Tabel

Jumlah Penerbitan Majalah

Menurut Frekuensi Penerbitan

1985 – 1989

	FREKUENSI
	1985
	1986
	1987
	1988
	1989

	4 x sebulan

3 x sebulan

2 x sebulan

1 x sebulan

1 x seminggu
	25

5

36

19

3
	19

4

32

28

3
	23

8

35

35

1
	30

38

35

2
	32

37

36

2

	Jumlah
	88
	86
	102
	105
	107


Sumber : Media Scene, 1989/1990, hal 69.
b. Khalayak Pembaca

Klasifikasi majalah menurut khalayak pembaca umumnya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu :

1. Majalah Konsumen, yakni majalah yang diarahkan pada para konsumen yang akan langsung membeli barang-barang konsumsinya. Majalah-majalah jenis ini dijual secara eceran, langganan, dan ditoko-toko buku.

2. Majalah Bisnis, majalah jenis ini ditujukan untuk kepentingan kalangan bisnis. Umumnya majalah bisnis terdiri dari tiga bentuk, yakni trade papers (dibaca oleh para pedagang atau penyalur), majalah industri (dibaca oleh kalangan industrial), dan majalah profesi (dibaca oleh kalangan profesional seperti dokter, pengacara, ekonom, psikolog, arsitek, dll).

3. Majalah Pertanian, majalah ini ditujukan kepada para petani atau peminat dibidang pertanian dan perkebunan (agribisnis).

Pembaca majalah dapat diklasifikasikan menurut segmen-segmen demografis (misalnya, ada majalah anak-anak, remaja, pria, remaja wanita, wanita dewasa, dan majalah pria dewasa), ataupun secara geografis, psikografis, dan dari segi kebijakan editorial. Dari segi kebijakan editorial dapat dibedakan antara majalah berita (Tempo/ Editor), majalah umum (Intisari), wanita (Femina, Kartini, Sarinah), bisnis (Swasembada, Warta Ekonomi), dan Special interest (ASRI), dll. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara majupun majalah umumnya dibaca oleh masyarakat kalangan menengah keatas. Ini berarti pembaca majalah rata-rata cukup berpendidikan dengan tingkat pendapatan menengah keatas. Mereka kebanyakan bekerja sebagai tenaga-tenaga ahli yang cukup baik posisinya.
2.4.3 Kategori dan Kriteria Majalah di Indonesia

Kategori majalah di Indonesia dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Majalah Sastra dan kebudayaan, majalah yang berisi khusus mengenai sastra dan kebudayaan, misalnya memuat kesenian tari, sandiwara atau teater rakyat, sastra, sejarah, topeng, seni suara, dll. (contohnya : majalah ‘Pantja Raja’ yang beredar pada awal Desember tahun 1945).

2. Majalah Berita, yaitu majalah berkala yang menyajikan berita dengan suatu gaya tulisan yang khas dilengkapi dengan foto dan gambar. Majalah ini untuk mereka yang resah karena berisi kejadian-kejadian yang membuat resah, (contohnya : Tempo).

3. Majalah Wanita, adalah majalah yang khusus membahas masalah wanita, (contohnya : Kartini, Femina, dll).

4. Majalah Remaja, yaitu majalah yang membahas masalah remaja, dan biasanya berisi masa-masa keceriaan anak muda, (contohnya : Gadis, Kawanku, Aneka yes!, Hai, Animonster dll).

5. Majalah Anak-anak, yaitu majalah yang isinya khusus mengenai anak-anak, (contohnya : Bobo, Ino, Moli, Animonster Kiddo dll).

6. Majalah Hiburan, yaitu terbitan berkala yang memuat karangan ringan untuk melepas kejenuhan atau kelelahan, (contohnya : Humor).

7. Majalah Agama, adalah majalah yang berisi seputar keagamaan, idealisme dan fenomenanya.

8. Majalah Keluarga, adalah majalah untuk segala umur yang didalamnya memuat informasi tentang dunia keluarga, (contohnya : Bunda).

9. Majalah Khusus, adalah majalah untuk kalangan elitis, (contohnya : Asri khusus untuk penggemar arsitektur, Consep khusus untuk desainer).

10. Majalah Televisi, Film, dan Musik, adalah majalah yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan Televisi, Film, dan Musik, (contohnya : Cinemags, majalah yang membahas perkembangan film).

11. Majalah Olah Raga, majalah yang membahas masalah olah raga, (contohnya : Bola, majalah yang membahas khusus tentang sepak bola).

12. Majalah Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen, adalah majalah majalah yang membahas masalah perekonomian dan Bisnis, (contohnya : Mitra Bisnis).

13. Majalah Bahasa Daerah, adalah jenis majalah yang masih mempertahankan kebudayaan asli suatu daerah dan menggunakan bahasa daerah setempat, (contohnya : Mangle, adalah majalah berbahasa sunda)
2.4.4 Bagian Majalah
Dalam majalah Animonster Kiddo Edisi 15 08/2006 terdapat struktur organisasi yang terdiri dari beberapa divisi dalam suatu proses pembuatan majalah, mulai dari awal pembuatan  majalah hingga proses pemasarannya ke konsumen. Divisi-divisi tersebut adalah;
a. Pimpinan Perusahaan

b. Presiden Komisaris

c. Direktur Produk

d. Direktur Keuangan

e. Editorial

a) Pimpinan Redaksi
b) Redaktur Pelaksana

c) Redaktur

d) Kontributor

f. Desain

a) Koordinator Artistik

b) Kepala Desain

c) Desainer

d) Artistik Cover 

e) Ilustrator

f) Ilustrator Pendukung

g) Web Desain

g. Produksi

Koordinator Produksi

h. Marketing & Promosi

a) Manager Merketing & Promosi

b) Asisten Manajer Iklan

c) Iklan

d) Asisten Manajer Iklan

e) Promosi

f) Relasi Media

g) Layanan Marketing

h) Layanan Majalah

i. Distribusi 

Manajer Distribusi

j.  Keuangan
Manajer Keuangan
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